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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah 
diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi sanksi pidana Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 
terhadap pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan 
matinya orang lain di dalam praktiknya telah dilaksanakan. Pengenaan 
sanksi pidana disesuaikan dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para 
saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat 
jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya 
orang lain, maka Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan 
terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak 
ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga 
dinyatakan bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus 
perkara ini, yaitu perbuatan terdakwa yang mengakibatkan matinya orang 
lain dan mengakibatkan orang lain mendapatkan luka sedemikian rupa 
hingga menyebabkan matinya orang. 
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B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Penulis menyarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum 
yang berwenang terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada 
masyarakat tentang akibat dari kelalaian / kealpaan dalam berlalu lintas 
melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan. 
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang 
menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak yang dalam hal ini 
terkait dengan kecelakaan lalu lintas hendaknya senantiasa diterapkan 
secara efektif agar kecelakaan lalu lintas yang seperti ini terminimalisir di 
tengah masyarakat. 
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